
KEPUTUSAN MENTERI AGAMIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:362TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH AL IHSAN

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a bahwa  dalam   rangka  lTleningkatkan   akses
pendidikan  madrasah  yang  be■ ■■■utu,  perlu
memberikan  kesempatan  masyarakat  melalui
organisasi     berbadan     hukum     untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar
nasional pendidikan;
bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah
memenuhi persyaratan adΠlinistratit teknis, dan
kelayakan yang telah ditetapkan;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagailnana
dilnaksud dalarn huruf a dan b di aね s, perlu
inelletapkan Keputusarl Merlteri Agama Rep■ lblik
lndonesia tentang Pclnbenan lzin Pcndirian dan lzin
Operasional Madrasah lbtidaiyah Allhsarl

Undang―Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem   Pcndidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik  lndonesia  Tahun  2003  Nomor  78,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nolmor 4301);
Undang―Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4586);
Peraturan Pcmerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lcmbaran Negara
Republik  lndonesia  Tahun  2005  Nomor  41,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Peme五 ntah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
PCrLlbahan atas Peraturan Pc=Le五ntah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pcndidikan
(Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013
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4.

Nomor 71, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wttib Belttar Pcndidikan Dasar(Lernbaran Negara
Republik  lndonesia  Tahun  2008  Nomor  90,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4863);
Peraturan Pcmerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pcndanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4864);
Peraturan Pcmerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru(Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4941);
Peraturan Pcmerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pcngelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pcndidikan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5150)sebagalrnana telah diubah
dengan Peraturan Pcme五ntah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas  Pcraturan PclmLCrintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nolmor  l12,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5157);
Pcraturan Mcnte五 Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk
Sckolah  Dasar/Madrasah  lbtidaiyah,  Sckolah
Menengah Pertama/MadraSah Tsanawwah, d狙
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
Peraturan Mente五 Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pclayanan ⅣIinilnal
Pcndidikan di Kabupaten/Kota sebagailnana telah
diubah mettadi Peratural■  Mente五 Pendidikan dan
Kebudayaan  Nomor  23  Tahun  2013  tentang
Pcrubahan  atas  Peraturan  Mcnte五   Pcndidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minilnal Pcndidikan di Kabupaten/Kota;
Peraturan Mente五  Agama NoELOr 2 Tahun 2008
tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar lsi
Pcndidikan Agama lslam dan Bahasa Arab di
Madrasah;
Peraturan Mente五  Agama Nomor 2 Tahun 2012
tentang  Pengawas  Madrasah  dan  Pengawas
Pcndidikan Agama lslam pada Sckolah(Bc五ta Negara
Republik   lndonesia   Tahun   2012   Nomor
206)sebagailnana telah diubah dengan Peraturan
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2
Tahun 2OL2 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3
Nomor 68fl;

L'2. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2OL3
tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Dl3Nomor 1382);

Surat Kepala Kantor KcIIlente五an Agama Kota
Pangkalpinang           Nomor           :
Kd.29.03/4/PP.00.5/724/2015 Tangga1 24 Maret
2015 tentang Usul Penerbitan lzin Operasional
Raudhatul Atfha1/Bustanul Aぜ hal dan Madrasah
dilingkungan Kota Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ALIHSAN

Mcmberikan   izin   operasional   madrasah   yang
diselenggarakan olch masyarakat kepada madrasah
sebagailnana  tercantum  dalam  Lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Izin operasional sebagailnana dilnaksud dalam DIKTUM
KESATU dibe五kan untuk jangka waktu 5(lima)tahun
terhitung sttak ditetapkannya Keputusan ini, Kepala
Madrasah yang bersangkutan waib menyampaikan
laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor
Kerrlenterian  Agarna yang  memuat paling  sedikit
perkembangan jumlah  peserta  didik,  pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana,  dan  pelaksanaan  pemenuhan  standar
pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam   hal   laporan   perkembangan   madrasah
sebagaimana dimaksud dalalm DIKTUM KEDUA dinilai
memuaskan  maka  izin  operasional  sebagailnana
dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.
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KEEMPAT

KELIMA

: Dalam hal laporan perkembangan madrasah
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai
kurang memuaskan maka izin operasional sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KESATU dicabut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusanini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tangga1  01 Apri1 2015

AoN.MENTERI AGAMA RI
KEPALA  KANTOR  WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

RLIS,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 362 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERAS10NAL
MADRASAH IBTIDttAH ALIHSAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

１
■ Nama Madrasah Madrasah Ibtidaiyah Al Ihsan

2 Nomor Statistik Madrasah 111219710004

3 Alamat Madrasah Jalan Yos Sudarso

Desa/Kelurahan Lontong Pancur

Kecamatan Pahgkalbalam

Kabup aten f Kota Pangkalpinang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4 Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Perguruan Islam A1 Ikhsan
Lontong Pancur Pangkalbalam

5 Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

No。 02 Tangga1 03 Apri1 2012

Notaris Dita Rahmasari,SH,M.Kn

6 Tahun Berdin 1980

A.N.MENTERI AGAMA RI
KEPALA  KANTOR  WILAYAH
KEMENTERIAN       AGAMA
PROⅥNSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,
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H.ANDI M DARLIS,


